SURAT TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No: 193/IPWIJA.LP2M/PkM-01/2024

Berdasarkan Surat Edaran Pengabdian Kepada Msayarakat (PKM) Semester Ganjil
2024/2025 No.142/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2024 tanggal 2 September 2024, dan kegiatan
yang diadakan oleh Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Perihal
memberikan Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi, dengan ini Kepala LP2M
Universitas IPWIJA menugaskan:

1. Suyanto, S.E., SPd.I., M.M., M.Ak. Ak.CA (NIDN: 0320016601)
2. Prof. Dr. Slamet Ahmadi, M.M. (NIDN: 0323096501)

3. Dr. Susanti Widhiastuti, S.E., M.M. (NIDN: 0407036703)

4. Ris Handayani, S.H., M.M (NIDN: 0312057302)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 14 November 2024

Waktu : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat : Aula kantor Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten
Cianjur, Jawa Barat

Tema “Pengurusan Nomer Induk Berusaha (NIB) dan Halal Food.”

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan
Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas [IPWIJA). Mohon bantuan
penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan
laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.

Jakarta, 11 November 2024

Dr. Ir. Titing Widyastuti, M.M.
Kepala LP2M Universitas [PWIJA
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(Suyanto)

: Nomer Induk Berusaha (NIB) dan Halal Food

: BUMD Desa Cimacan, Kec. Cipanas, Cianjur

: Suyanto
: 0320016601

: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kewirausahaan

: Manajamen
: 0811952956/suyantowalidi@gmail.com

: Dosen 3 orang,

Nama Anggota I/bidang keahlian ~ : Slamet Ahmadi/ Manajemen
Nama Anggota II/bidang keahlian  : Susanti Widhiastuti/Manajemen
Nama Anggota [I/bidang keahlian  : Ris Handayani/Manajemen
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: Jawa Barat
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: Lokal

: Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
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Menyetujui,

(R. Fadjar Darmanto, S.E.,M.M.)
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2. Slamet Ahmadi

3. Susanti Widhiastuti
4. Ris Handayani

Dosen Tetap Universitas IPWIJA










Mengapa perlu
daftar UMKM resmi?




Manfaat yang bisa Anda dapatkan
ketika mendaftarkan UMKM atau
online seller secara resmi:

Mendapatkan NIB

Jaminan perlindungan hukum
Memudahkan proses pemasaran
Dampingan dari pemerintah
Mudah berkembang

Pembiayaan lebih mudah

N o O~ WD PE

Persyaratan memperoleh bantuan



Syarat-syarat untuk mendapatkan
legalitas UMKM:

Memiliki usaha

NIK (pemilik usaha)
Akta Pendirian

NPWP (pemilik usaha)
Surel (email)

Nomor HP

o 0ok W DN PRE



Proses daftar UMKM online

Setelah menyiapkan dokumen-dokumen di atas, Anda bisa
mulai melakukan pendaftaran UMKM online. Ada dua tahap
yang perlu ditempuh, berikut caranya: Tahap 1

1. Buka laman https://oss.go.id

2. Klik Daftar > Pilih Jenis Usaha UMK atau
Non-UMK. (UMK modal usaha kurang dari
atau sama dengan Rp5 miliar. Non-UMK
modal usaha lebih dari Rp5 miliar)

3. Lanjutkan langkah-langkah registrasi sesuai
yang tertera di layar OSS

4. Setelahnya, isi kode captcha > klik Submit

5. Buka email Anda yang terdaftar untuk
melakukan verifikasi akun OSS

6. Cek kotak masuk terbaru > buka email
tersebut dari OSS > klik aktivasi

7. lika sudah, Anda akan mendapatkan
username dan password untuk mengakses
sistem OSS.



https://oss.go.id/

Proses daftar UMKM online

Tahap 2

1. Bukalaman https://oss.go.id

2. Pilih Masuk > ketik username, password, dan isi
captcha > klik untuk masuk

3. Pilih menu Perizinan Berusaha > klik Permohonan
Baru

4. Selanjutnya, lengkapi data-data sesuai yang
diminta, di antaranya: Daftar Produk/Jasa, Data
Usaha, Daftar Kegiatan Usaha, dan Dokumen
Persetujuan Lingkungan

5. Baca dan pilih Pernyataan Mandiri

Cek Draf Perizinan Berusaha Anda

7. Jika Anda sudah puas, klik OK dan NIB Anda pun
terbit siap digunakan

o

Umumnya seluruh proses pendaftaran sampai
mendapatkan NIB hanya membutuhkan waktu sehari.
Begitu pendaftaran UMKM Anda selesaikan, NIB akan
terbit di hari yang sama.


https://oss.go.id/

Pentingnya NIB?

NIB didesain pemerintah agar dapat
mendukung dan memudahkan
perkembangan UMKM. Setelah memiliki
NIB, pengusaha dapat mengambil
langkah-langkah penting seperti
pengajuan Izin Usaha, Izin Komersial atau
Izin Operasional sesuai dengan bidang
usahanya masing-masing.

Lebih lanjut, NIB juga membantu pelaku
usaha untuk mendaftarkan diri secara
resmi sebagai peserta jaminan sosial
kesehatan dan ketenagakerjaan.







Secara umum, berikut ini manfaat
NIB bagi pengusaha UMKM atau
bisnis online:

* Mendapatkan legalitas perusahaan

* Mendapatkan kemudahan dalam pembuatan
dokumen penting lain, seperti NPWP badan
atau perorangan, Surat Pengesahan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA),
SIUP, dan notifikasi kelayakan

* Mendukung pengusaha untuk mendapatkan
fasilitas fiskal
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* Mengatur hubungan
manusia dengan

* Mengatur
hubungan antara
sesama manusia

* Semua BOLEH
dilakukan KECUALI
jelas ada
larangannya

Apirit

Allah Subhana Wa
Ta’ala

* Semua TIDAK BOLEH
dilakukan KECUALI
yang ada perintah
atau ketentuannya

berusaha
N S

Adanya larangan dimaksudkan untuk melindungi
keselamatan, jiwa, akal, addin, keturunan dan harta
manusia.

Dilarangnya tindakan riba, spekulasi, zat-zat yang
diharamkan, penimbunan barang, manipulasi
permintaan/ penawaran, gharar, perusakan
terhadap lingkungan serta pelarangan kezaliman dan
maksiat dalam kegiatan ekonomi, semua itu untuk
kebaikan manusia dan semesta alam sebagai fasilitas
pendukungnya.

Secara universal, adanya pembatasan-pembatasan
tersebut mendorong kegiatan ekonomi yang
bermoral dan beretika sekaligus membangun
peradaban manusia menuju level tertinggi dari
semua jenis makhluk lainnya.
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Melalui SGIE Report 2022, produk makanan halal (halal food) Indonesia dilaporkan menempati peringkat dua
dunia. Sebuah prestasi membanggakan, artinya selangkah lagi kita dapat menjadikan produk makanan halal
Indonesia sebagai nomor satu di dunia.



Overview Potensi Ekonomi Syariah di tingkat Global

GIEI Global Islamic Economy Indicator Score (GIEI)

menggunakan kriteria, Islamic Finance, Halal Food, Travel, Fashion, Media & Recreation,
dan Pharma & Cosmetics

Pada GIElI 2021/22, Indonesia berada di peringkat ke-4, sama dengan posisi tahun
sebelumnya









Berdasarkan Data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022, Indonesia mampu memperitahankan
posisi keempat dunia dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan sehat.



Laporan terbaru SGIE untuk tahun
2023/2024 menempatkan Indonesia di
peringkat ke-3 dalam Global Islamic
Economic Indicator Score.

(mengalami kenaikan satu peringkat dibanding 2022).




Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan peringkat Indonesia dalam indikator SGIE (State of the
Global Islamic Economy) meliputi:

1. Sektor Makanan Halal: Indonesia mengalami kenaikan signifikan di sektor makanan halal, yang
menyebabkan kenaikan peringkat dalam indikator SGIE. Peningkatan ekspor makanan halal ke
negara-negara anggota OKI juga berkontribusi pada kenaikan peringkat.

2. Sektor Keuangan Syariah: Perkembangan di sektor keuangan syariah, termasuk merger bank
anak dan perkembangan keuangan digital Islam, memberikan prospek menjanjikan dan
berkontribusi pada peringkat Indonesia dalam indikator SGIE.

3. Inisiatif Pemerintah dan Stakeholder: Langkah-langkah untuk meningkatkan sertifikasi halal
melalui digitalisasi, peningkatan peran start-up syariah, dan komitmen dalam menjalin kemitraan
global terkait penjaminan produk halal




Produsen Halal Dunia

Indonesia Berpotensi Menjadi Produsen
Industri Halal Dunia Nomor 1 Dalam
Kategori Makanan dan Minuman

Indonesia menjadi negara dengan populasi
muslim terbesar di dunia dengan jumlah
populasi lebih dari 200 juta penduduk muslim
atau Indonesia menyumbang 12,7 persen
populasi muslim di dunia. Secara statistik,
jumlah  penduduk muslim di Indonesia
mencapai 86,88% dan paling besar populasi
penduduknya di antara penduduk dengan
pemeluk agama/ kepercayaan lain di Indonesia



POSISI INDONESIADALAM

GLOBAL ISLAMIC
INDICATOR

Skor Indeks Makanan Halal di 15 Negara (2020/2021)

Helevse _
singapura _125’2
1044

UEA

Tahun 2020/2021 Tahun 2022

State of the Global Islamic
Economy (SGIE) Report2022
rilisan DinarStandard.

Kemajuan tersebut antara lain
berupa penyesuaian regulasi
Jaminan Produk Halal dalam
rangka mempercepat,
menyederhanakan dan
memperjelas proses. Serta
mengurangi waktu pemrosesan,
dan memfasilitasi sertifikasi
halal untuk usaha mikro dan kecil
(UMK).

Tahun 2024




URGENSI JAMINAN PRODUK HALAL

0 Memberikan kepastian hukumketersediaan produk
halal.

Memberikan kenyamanan, keamanan dan
perlindungan terhadap produk makanan, minuman,
obat-obatan, kosmetika dan barang gunaan dan jasa.

Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk
halal Indonesia di dalam & di luar negeri.

Memberikan keuntungan timbal balik dalam
perdagangan produk halal intemasional.

Menumbuhkan kerja sama interasional dalam
perdagangan produk halal.



KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL

Pasal 4 UU 33/ 2014

» Masuk WAJIB
 Beredar - BERSERTIFIKAT
 Diperdagangkan HALAL

WILAYAH INDONESIA

Untuk Relaku Usaha Mikro dan Keal,
kewajiban bersertifikat halal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal4 didasarkan atas
pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 4A UU 11/ 2020
SELFDECLARE



PENAHAPAN KEWAJIBAN
BERSERTIFIKAT HALAL

PERTAMA
17 OKTOBER 2019 -17 OK TOBER 2024

* Produk makanan dan minuman

 Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk
makanan dan minuman;

 Hasil sembelihan dan jasa penyenbelihan.

Pasal 139 PP39/ 2021



Obat

Kosmetik Produk

PENAHAPAN SELANJUTNYA

Obat tradisonal, obat kuasi, suplemen kesehatan

Obat bebasdan obat bebasterbatas

Obat kerasdikecualikan psikotropika

Kimiawi
Produk Rekayasa
Genetik

Barang Gunaan

Pasal 141 PP39/ 2021

Barang gunaan yang dipakai kategori sandang,penutup kepala,
aksesoris

Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan Kesehatan
rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan
bagi umat Islam, alat tulis, perlengkapan kantor

Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat Kesehatan risiko
kelasA

Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat Kesehatan risiko
kelasB

Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat Kesehatan risiko
kelasC

17 Okt 2021 sd.
17 Okt 2021 sd.
17 Okt 2021 sd.

17 Okt 2021 sd.

17 Okt 2021 sd.

17 Okt 2021 sd.

17 Okt 2021 sd.

17 Okt 2021 sd.

17 Okt 2021 sd.

17 Okt 2026
17 Okt2029
17 Okt 2034

17 Okt 2026

17 Okt 2026

17 Okt 2026

17 Okt 2026

17 Okt 2029

17 Okt 2034




Perluasan kewenangan penetapan kehalalan produk :

Tidak hanya MUI tetapi juga oleh MUI Provinsi, MUl Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
dan juga oleh Komite Fatwa Produk Halal. Sebelum terbentuknya Komite Fatwa Produk Halal, tugas komite ini
dijalankan oleh Kementerian Agama,”

“Selama ini diatur dalam PP 39 Kementan bahwa ayam hanya dipotong di RPH. Tetapi ditambahkan disini tempat
lainnya untuk pemotongan hewan dan unggas. Artinya di pasar basah bisa dipotong,”

Berdasarkan PP 39 Tahun 2021 kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan
jasa penyembelihan akan selesai pada 17 Oktober 2024. Namun, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal belum
mencapai target dimana masih banyak produk UMK yang belum tersertifikasi. Penerbitan sertifikat halal oleh
BPJPH sejak 2019 untuk semua jenis produk baru mencapai 4.418.343 produk (per 15 Mei 2024) dari target BPJPH
10.000.000 produk, sehingga baru 44,18%. Sedangkan total jumlah UMK yang ada sekitar 28 juta unit usaha.



POTENSI INDUSTRI HALAL DAN UMKM INDONESIA

Indonesia merupakan konsumen serta pasar besar
untuk produk halal.

» 87% populasi penduduk di Indonesia adalah Muslim (BPS
2010).

» Ada lebih dari 1.8 miliar penduduk musim yangmenjadi
konsumen industri halal dengan peluang peningkatan sebesar
9,2% setiap tahunnya (Laporan State of TheGlobal Islamic

Economy Report).

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian
Indonesia berpotensi menjadikan Indonesia produsen halal
nomor 1 di dunia.

Data Kementerian Koperasi dan UMK, jumlah UMKM saat ini
mecapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7%.



PILAR EKOSISTEM

Perundang-undangan
Dana/Anggaran
khususnya dukungan
untuk UMK

Pelatihan
Reningkatan kesadaran
penjaminan halal

Femerintah

EKOSSTEM
INDUSTRI HALAL

Infrastruktur

Jasa Relayanan

INDUSTRI HALAL

Logistik

Halal supply chain

Riset dan pengenmbangan
terhadap Industri halal

Jasa keuangandan
pendanaan
Pendampingan terhadap
UMK




TREN PENCAPAIAN
LAYANAN SERTIFIKASI HALAL

Mengacu pada tren sertifikasi halal, jika dengan total
jumlah UMKM saat ini yang mencapai 64,2 juta

10 Juta

Produk yang
bersertifikat halal

891746

Produk yang
tersertifikasi halal

Terobosan tren perubahan
pencapaian Sertifikasi Halal

Layanan Sertifkasi Halal untuk menjawab asumsi 1
100.000-an _ yang dilakukan oleh BRIPH abad menjadi 1 tahun
d k/ h Layanan Serttifkasi Halal Tahun 2019-2022
produk/tahun yang dilakukan oleh MUI "
tahun 2012-2018 Data per 16 Des 2022
www.halal.go.id


http://www.halal.go.id/

DUKUNGAN REGULASI KEMUDAHAN
SERTIFIKASI HALAL BAGI UMK

KMA 748/2021
Wy 11/2020 P - ?9/2021 S :';/':‘ 2'OIZIZ(I)leb i PMAS7/2021 Jenis Produk yang
CiotaKeria enyelenggaraan ertifikasi Halal bagi o ¢ uk
P : Bidang JPH Pelaku Usaha UMK Kriteria SJPH Wajib Bersertifikat Halal

KMA 1360/2021 Perbadan 1/2021 Kepkaban 141/2021 Kepkaban Kepkaban 150/2022
Bahan Yang Tata Cara Penetapan Tarif 145/2022 Kriteria Self Declare
dikecualikan dari Pembayaran Tarif Layanan Badan Penggunaan
Kewajiban Badan Layanan Layanan Umum Logo dan Label
Bersertifikat Halal Umum dan Halal Pada
. . perubahannya Produk yang
telah Bersertifikat

Halal




KEMUDAHAN SERTIFIKASI HALAL
BAGI PELAKU USAHA UMK

1. Sertifikasi Halal Gratis

dari BPJPH

Sertifikasi Halal Gratis melalui
jalur self declare bagi pelaku
usaha UMK yang memenubhi
kriteria self declare

Kriteria Self Declare diatur
dalam Keputusan Kepala
BPJPH no 150 tahun 2022
Tahun 2022, total kuota
SEHATI22: 349.834

Bisa diakses oleh pelaku
usaha UMK di seluruh
Indonesia




HwnNE

0.

Kriteria Self Declare

Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikankehalalannya;

Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);

Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan
dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah);

Memiliki lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat danalat
proses produk tidak halal,

Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKQOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk
produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7(tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk
yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;

Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam Lampiran Keputusan Kepala
BPJPH nomor 150 tahun 2022;

Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasukdalam
daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari
Kewajiban Bersertifikat Halal;

Tidak menggunakan bahan yang berbahaya;

10. Telahdiverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;




11.

12.

13.

14.

Kriteria Self Declare

Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal atau tidak mengandung unsur hewan hasil
sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah
bersertifikat halal;

Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau
semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);

Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari 1 metode
pengawetan;

Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha secaraonline
melalui SIHALAL.

www.halal.go.id



http://www.halal.go.id/

JENIS PRODUK







ALUR SERTIFIKASI HALAL (SELF DECLARE)

Syarat Pendamping PPH

* Warga Negara Indonesia
* Beragamalslam

N . *  Memiliki wawasan luas dan
. """"""""""" > memahami syariat tentang
----------------------- kehalalan produk
*  Memiliki sertifikat
Rendanmping PPH

Tugas Pendampingan PPH
* Melakukan verifikasi dan validasi bahan dan PPH.
* Memberikan rekomendasi kepada BPIPH.




LEMBAGA PENDAMPINGAN
PROSES PRODUK HALAL(LP3H)

156 LP3H | 20.160 P3H | DI 30 PROVINSI

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
IAIN Langsa Aceh

IAIN Lhokseumawe

IAINTakengon

UIN Ar-Raniry Banda Aceh UIN Sultan Syarif Kasim Riau UIN Sultan Aji Muhammad Idris
STAINBengkalis Samarinda

JAIN Pontianak UIN Datokarama Palu IAINManado
STAIN Sultan Abdurrahman

Kepulauan Riau

UINSu matera Utara (UINSU) Medan

IAIN Padangsidimpuan
STAIN Mandailing Natal

IAIN Palangka Raya IAIN Sultan Amai Gorontalo

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu T |IAINTernate
* IAIN Curup Bengkulu *

IAINBatusangkar o j IAINSorong
JAIN Bukittingg' _

il

UIN Imam Bonjol Padang [e])

UIN Sulthan Thaha SaifuddinJJambi <_|—‘ F

IAINKerinci !
-> * STAIN Majene

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ‘

JAIN Curup Bengkulu UIN Syarif Hidayatullah _ ﬁ
‘ UIN Antasari Banjarmasin Iﬁ
UIN Raden Fatah Palembang | g UIN Alauddin Makassar IAINAmbon

IAINBone IAINKendari
IAINPalopo
|AINParepare

ﬁl 0- IAIN Fattahul Muluk Papua

UIN Sunan Kalijaga

IAIN Metro Lampung
UIN Raden IntanLampung

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

IAIN Syekh Nurjati Cirebon
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

UIN Mataram

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung UIN Sunan Ampel Surabaya
IAIN Pekalongan UIN KH. Achmad Siddiq Jember
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto IAIN Ponorogo
UIN Raden Mas Said Surakarta UIN Malang BPJPH bersama LP3H terus melakukan perluasan dan
IAIN Kudus UIN Sayyid Ali Rah llah H H H
\AIN Salatiga T menambah jumlah P3H di seluruh Indonesia.
UIN Walisongo Semarang 1AIN Kediri

AN Madra Update LP3H dan P3H dapat diakes di:

https://info.halal.go.id/pendampingan/




KEMUDAHAN SERTIFIKASI HALAL
BAGI PELAKU USAHA UMK

2. Sertifikasi Halal Gratis oleh Fasilitator

» Fasilitator dapat memberikan fasilitasi Sertifikasi Halal
Gratis bagi pelaku usaha UMK melalui jalur self declare
atau regular

» Pengaturan sebagai fasilitator sesuai Surat Nomor:
B-483/BD.1I/PI1.I/HM.00/04/2022 tentang Penyampaian
Skema Fasilitasi Sertifikasi Halal Tahun2022

* Fasilitator dapat berasal K/L, BUMN, Pemerintah
Daerah/Provinsi/Kota, Dinas, BUMD, Swasta, atau lainnya

* Sumber dana fasilitasi:

Anggaran pendapatan dan belanjadaerah;

Pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;

Pembiayaan dari dana kemitraan;

Bantuan hibah pemerintah atau lembagalain;

Dana bergulir; atau

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

~0 Q0T




PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL
OLEH FASILITATOR

e REGULER SELF DECLARE S




KEMUDAHAN SERTIFIKASI HALAL
BAGI PELAKU USAHA UMK

3. Renetapan 1 Tarif Bagi UMK

Pelaku Usaha UMK yang mendaftar melalui jalur
regular, ditetapkan tarifnya sebesar Rp650.000,-
Tarif sertifikasi halal (regular) UMK terdiri dari:

a. Pendaftaran (BPJPH): Rp200.000,-

b. Sidang Fatwa (MUI): Rp100.000,-

c. Biaya pemeriksaan (LPH): Rp350.000,-
Penetapan tarif Layanan BLU BPJPH untuk
sertifikasi halal di atur dalam Keputusan Kepala
BPJPH No. 141 tahun 2022
Guna mendukung penetapan 1 tarif untuk UMK,
BPJPH terus mendorong tumbuhnya jumlah LPH
di seluruh Indonesia



LEMBAG A PEMERIKSAHALAL (LPH)

Aceh
LPH Universitas SyahKuala

Sumatera Barat
LPH Bersama HalalMadani

Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepri
LPH BPPSIPekanbaru

Jambi

SumateraSelatan «+——+
LPH UIN RadenFatah

Jabodetabek
LPHHidayatullah

LPH Balai Sertifikas

LPH KHT Muhammadiyah

LPH Mujahidin

LPH Equitrust Lab

LPH Yayasan Badan HugoTrea
LPHYARS

Banten <+
LPH Global Halal Indonesia
LPH Quality Syariah

<&

JawaBarat «

PH YPM SalmanITB
LPHUIN Sunan Gunung Djati
LPHIPB

JawaTengah <
LPH UIN Walisongo

31 LPH

LPH SutanThaha

Kalimantan Tengah
IAIN Palangkaraya

Kalimantan Selatan
LPH BSPJIBanjarbaru

v

DIY
LPHUIN SunanKalijaga
LPH BBSPJI Kulit, Karet, Plastik

Jawa Timur
LPH UniverstasBrawijaya

LPPOM MUI (Nasional & Internasional)
PT Sucofindo (Nasional)
PT Surveyor Indonesia (Nasional)

Maluku
LPH BSPJAmbon

Sulawesi Selatan
LPH UniverstasHasanuddin
LPHBBSPJI

» NTB
LPH WildanunMukhulladun

LPH UIN Maulana Maliklbrahim


http://www.halal.go.id/

Tranformasi Digital
untuk pelayanan
sertifikasi halal
secara cepat bagi

pelaku usaha UMK

KEMUDAHAN SERTIFIKASI HALAL
BAGI PELAKU USAHA UMK

Menyederhanakan
proses sertifikasi
halal. Pendaftaran
online melalui
SIHalal
(ptsp.halal.go.id)

Kerjasama dan
kolaborasi K/L,
Dinas, Swasta
untuk menjadi
fasilitator sertifikasi
halal bagi UMK

Perluasan LP3H dan
P3H dari unsur PTKIN,
PTN/PTS, Ormas
Islam, Lembaga
Keagamaan Islam,
Satgas Halal untuk
self declare




MERDEKA
BELAJAR

Disampaikan Oleh:

1. Suyanto

2. Slamet Ahmadi

3. Susanti Widhiastuti
4. Ris Handayani

Mobile/WA: +62811952956, Email: suyantowalidi@gmail.com



mailto:suyantowalidi@gmail.com
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